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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara 

Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial” tesis dengan 

judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji penentuan biaya eksekusi 

putusan Pengadilan dalam perkara pemutusan hubungan kerja di Pengadilan 

Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan 

menggunakan pendekatan politik hukum. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan 

wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berfikir deduktif 

digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan konsep perlindungan 

hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penentuan biaya eksekusi PHI 

merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan 

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor: W13.U1/4246/HK. 

02/VII/2019, Secara Atributif   Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam 

pembuatan SK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 

Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun 

parameter penentuan biaya yang tercantum dalam SK berdasarkan informasi 

/masukan dari yang melaksanakan SK terdahulu. Selain itu penentuannya 

bergantung pada lokasi dan obyek yang akan dieksekusi seperti halnya jarak 

tempuh obyek eksekusi, besar kecilnya obyek serta situasi lokasi yang akan 

dieksekusi. 

Kata Kunci: Penentuan Biaya, Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan 

Industrial 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "The Problem of Determining Execution Fees in Cases 

of Termination of Employment at the Industrial Relations Court". The thesis 

with that title aims to identify and examine the determination of execution 

costs of Court decisions in cases of termination of employment at the 

Industrial Relations Court. This research is normative research using a legal-

political approach. The sources of data used in this study are secondary data in 

primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data 

collection using literature study and interviews. Primary legal materials and 

secondary legal materials were analyzed using the legal analysis method. The 

process of deductive thinking is used to conclude. The theory used as an 

analytical knife in this research is the theory of justice and the concept of legal 

protection. The results show that the determination of the execution costs of 

the PHI refers to the Determination of the Chairperson of the Yogyakarta 

Industrial Relations and Corruption Crime District Court Class IA Number: 

W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Attributively, the Chief Justice is given the 

authority to make a decree based on the Regulation Supreme Court Number 3 

of 2012 concerning Cost of Case Settlement Process and Management at the 

Supreme Court and Judicial Bodies Under it. The parameters for determining 

the costs listed in the SK are based on information/input from those who 

implemented the previous SK. In addition, the determination depends on the 

location and the object to be executed, such as the distance traveled by the 

object of execution, the size of the object, and the situation of the location to 

be executed. 

Keywords: Cost Determination, Execution of Decisions, Court of Industrial 

Relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


